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PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah merupakan unsur pentilagam
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dabdeah
karena itu maka barang daerah perlu dikelola secatartib,
efektif, efisien dan akuntabel agar dapat dimak&aatsecara
optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan o@ton
Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 T&005
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan dan Bddaegh
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedutdalam
pengelolaan barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dah burperlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaamdafdik
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembamtuk
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat | Sumatra Barahbiaan
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1@&mor
75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Unidantpr
61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang MNb®#no
Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Baera
Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi, dan Rieunjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesaunt
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeratDesar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Irekia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegarabRikepu
Indonesia Nomor 2043);

3. ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyedeagq
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluanh d
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75pahan
Lembaran Negara Nomor 3815);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud3 20
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-undang.....



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perberatama
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarajanse
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemR&nta
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud4 20
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diuleadkhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 20(4nig
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik &sian
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentangidtan
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaragaka
Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1967);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentangaRu
Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Taambah
Lembaran Negara Nomor 3573);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentakgGdma
Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan &enb
Negara Nomor 3643) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dedataim
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuarbdtam
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, bedran
Lembaran Negara Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentangaPgman
dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalagkaran
Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Ta@0h 2
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesi
Nomor 4073);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentaagd&t
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubtikriesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanga Da
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesiaim @05
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaegyand
Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan ......



16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangeRdaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembarajarde
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telalbadh
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20G&nggn
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20Qéng
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaramgalie
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahanhazan
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3&iif2007
Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara id&aher
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indongsiaun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

18.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Cata
Penjualan Rumah Negeri;

19.Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentangbBleamn
atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tntan
Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;

20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentarak&ataan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,;

21.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 T&003

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 7 &003
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir aeng
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 TaQe6
tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presigjaubik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman $zlakn
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2@dlang
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2@0fang
Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah iRsiyv

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 288tang
Pedoman Pengelolaan Barang Darah Yang Dipisahkan;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2@d7ang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2@0@fang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja PemerinRédeerah
yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neéd¢@mor 11
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan MedDgam
Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang StandarisasinGadan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

26. Permendagri Nomor..........



27. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedore&nis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 tali0v 2entang
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2007,
Tambahan Lembaran Daerah Provinis Jambi Nomor 9 );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI
MEMUTUSKAN :

M enetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN

BARANG MILIK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yagegang kekuasaan pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanaksidadalam Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkaatibaebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

Gubernur adalah Gubernur Jambi selaku pemegangg&alin pengelolaan barang milik
daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutny&bdis DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pralansbi selaku pengelola barang milik
daerah;

Kepala Biro selaku pembantu pengelola barang miderah selanjutnya disebut
pembantu pengelola adalah pejabat yang berwenang dartanggungjawab

mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan baratig da@erah yang ada pada satuan
kerja perangkat daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnygdulisSKPD, adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna barangdaéiiah;

8. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa penggarang;

9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang ddieli diperoleh atas beban APBD

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ;

10. Pengelolaan Barang



10.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaiagiaken dan tindakan terhadap
barang daerah yang meliputi perencanaan, penenke&outuhan, penganggaran,
standarisasi barang dan harga, pengadaan, penympaenyaluran, inventarisasi,
pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfgearahan status hukum serta
penatausahaannya;

11.Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewengegeygunaan barang milik
daerah;

12.Penyimpan Barang milik daerah adalah pegawai yasgrahi tugas untuk menerima,
menyimpan, memelihara dan mengeluarkan barang dakkah;

13.Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugiadgk mengurus barang daerah
dalam proses pemakaian yang ada di setiap satgarpeeangkat daerah/unit kerja;

14.Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemtagni Daerah yang ditempati oleh
Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil;

15.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumushkeanrikebutuhan barang milik
daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yiamgla&i dengan keadaan yang
sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukankéindaemenuhan kebutuhan yang
akan datang.

16.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemerkghariuhan barang daerah dan
jasa.

17.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pemgr barang milik daerah dari
gudang ke unit kerja pemakai.

18.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yamdgullihn agar semua barang milik
daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untukhakgn secara berdaya guna dan
berhasil guna.

19.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendaliam daengurusan barang milik
daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tiretakipaya hukum.

20.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh gpeagkuasa pengguna dalam
mengelola dan menatausahakan barang milik daersimisdengan tugas pokok dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yangpbgkutan.

21.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milikndgeng tidak dipergunakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkerah (SKPD) dalam bentuk
sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangoa gerah dan bangun serah guna
dengan tidak mengubah status kepemilikan.

22.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleak piain dalam jangka waktu
tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

23.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan bardagpdPemerintah Daerah dengan
Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah dalagka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu terdsgmakhir diserahkan kembali kepada
pengelola.

24.Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan baidgndaarah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan rmpeaan daerah bukan
pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaagdainn

25.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang aagikah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau aararkut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jamgMeu tertentu yang telah disepakati,
untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah bedmategunan dan/atau sarana berikut
fasiltasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

26. Bangun Serah.....



